
BUPATI BUTON 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON 

NOMOR /] TAHUN 2016 

T E N T A N G  

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG9I 

ERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELUKAHAN KABUATEN BU'TON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

3UPATI BUTON, 

Menimbang 

Mengiogat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pebcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten 
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang 

Kedudukan_ Susunan Organisasi, tugas dan fmgsi serta tata 
kerja Kecamatan dan Kclurahan Kabupaten Buton; 

I. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Uudang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 

Pembcntukan Dacrah-dacrah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, 

Trbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

3. Undang-I/ndang Noror 33 Tahun 204 
tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 



(Lembaran 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Peraturan Perundang-Undangan 

Negara Republik Indonesia Tahun 220I 

4. Undang-Undang 
Pembentukan 

• 

Menctapk 

Noor 82, Tarnbaban Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201 tentang Aparatur 
ipil Negara (Lembaa Negea Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tarbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomer 5494) 

6. Un<dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba an Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Unang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

• Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan [Lcubaran Negara republik Iudoncssia Talt 

2005 Noror 159, Tarbahan Lcmbaran negara Republik 

Indonesia No=nor 4588); 

8. Peraturn Pererintah Non.or 19 Tahun 2008 tcntang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republike 

Indonesia Noor 4826); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 22016 tentang 

Pere ngat Daerah ALembaran Negara Republik Indonesia 
Tahan 2016 Nomor 114); 

o. peraturan Daerah Kab»paten 3 ton Nomor Tghun 

2016 tentang Urusan Pemerirtahan yang menjadi 
Kewenangan pemerintah Kabupaten B ton 
Daerah Otonom [Lembaran Daerah Kabupaten 

Tah:an 2016 Nomor 112); 

11 .  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Buton; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON. 

Sebagai 

Buton 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pesal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yarg cimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Kabupaten Buton 

3. Bupati adaah Bupati Buton. 

4 Wakil Bupeti adalah Wakil Bupati Butor 

5. Sekrctaris Dacrah adalah Sckrtaris Dacrah Kabupaten 

Baton. 

6. Perangkat Dacrah adalah unsur pcmbantu cpala Dacrah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dalam 
penyelenggaraan Urusan Penerintahan yar.g menjadi 

kewenangan Daerah. 

7. Keamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh Camat 

kerja 
oordinator 

wilayah 
dan 

dr 

pcmimpin 
pemerintahan 

adala.n Camat 

penyclenggaraan 

leer8tan 

9. Kclurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat 

8 

dacrah dalam wilayah Kecamatan. 

10. Lurah adalab cpala Kclurahan yang ada di wilayah 

Kabupaten Buton 

I I  Sekretariat adalah Sekretriat dalatr wilayah kerja Kantor 

Kecamatan dan/atau Kclurahan 

2. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Carat pada kantor 
Keceata dalam Wilayah Kabu.paten Duton 

3. Sckretaris Lurah adatah Sckctaris pada Kantor 
Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Buton. 

14. Scksi adalah Seksi pada Kantor Kecamatan dan/atau 
Kchurahan dalam Wlayah Kabupaten Buton 

15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Keramatan 
dalam Wilayah Kabupaten Buton. 

16. Kepala Seski adalah Kcpala Seksi pada Kantor Kecaratan 
dan/atau Keluraan dalam Wilayah Kabupaten Buton. 

17. Kepala Sub Bagian adalah Kcpala Sub Bagian pada 
Kantor Kccamatan alarm Wilayah Kabupaten Buton. 



BAB II 

KEDUDUKAN 

Bagion Kesatu 

Kcdudukan Kccamatan 

Pasa. 2 

(l) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk 
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 
pcmcrintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 
mnasyarakat desa dan kelurahan 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpin 
oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungiawab kcpada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah 

Bagian Kesatu 

Kcdudukan Kelurahan 

Pasal 0 

(I) Kclurahan merupakan perangkat kecamatan yang 
ibentuk untuk membantu atau relaksanakan cUgen 

tugas Camat 

(J Kelurahan sebagaiamana dimaksud pada ayat (I] dipimpin 
oleh Kepala Keluaha yang discbut Lurah scleau 

pcrangkat kocamatan dan bertanggung jawab kepada 
Carat. 

(3) Kclurahan dibentuk dengan Pcrda dcngen berpcdoman 
pada Peraturan Pemerintah. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi Kecamatan 

Pasal 4 

(I) Kecamatan terdiri dari 

a. Kecamatan Pasarwajo, merupakan pcrangkat daerah 

dengan ipe A, 



b. Kecamatan Wabula, merupakan perangkat daerah 
dengan Tipe A, 

c. Kecamatan Wolowa, merupakan perangkat daerah 
dengan Tipe A; 

d Kecamatan Siotapir.a, merupakan perangkat daerah 
dengan Tipe A; 

e Kecamatan Lasalimu Selatan, merupakan perangkat 

daerah dengan Tipe A, 

f. Kecamatan Lasalimu 
dengan Tipe A; dan 

g. Kecamatan Kapontori, merupakan perangkat dacrah 
dengen Tipe A 

() Kecamatan sebagpimana dimakend pacda ayat (] terdiri 

atas. 

a. Camat, 

b. Bekretaiat, 

c. Seks emertahan 

d. Seksi Pelayanan Umum; 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

f. Seksi Ekonomi Pembangunan, dan 

g. Seksi Permberdayaan Masyarakat dan Kesra. 

(3) Sekretariat sebagaimar.a dimaksu pada patda Ayat (2) 

Huru b terdiriatas 

a. Subbagian tmum dan Kepegawaian, dam 

b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. 

(4) Struktur Organisasi Kccamatan tercantum 
Lanpiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(l) Selretuniat sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat [a) 
huruf b, dipimpin oleh srorang Sekretaris yang berada 
dibawah dan bertanggungiawab kepada Camat. 

[) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat [) hnruf 
churuf d,huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh 
scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bcrtanggungiawab kepada Camat melalui Sekretaris. 

(3) Subbagian scbagaimana dimaksd dalam Pasal 4 ayat (3, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di 
bawah dan bertarggungiawab kepada Sekretaris. 

merupakan perangkat dacrah 

dalam 



Bagian Kecua 

Susunan Organisasi Kelurahan 

Pasad 6 

() Kelurahan terdiri atas: 

a. Lurah; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayvanan Umum; 

] Selesi Ketentraman dan Ketertiban; dan 

e, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Maayarakat dan 
Kesra 

(2) Sckrctariat Kclurahan scbagaimana dimaksud pada ayat 

(I) huruf b, dipimpin oleh acorang Sekretaris yang berado 

dibaswah dan bertanggungiawab kepada Lurah 

(3) Scksi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, 

huruf d, dan huruf e, ipimpin oleh scorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada 

Lurah. 

(4) Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran 

I Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Tpas dan Fungsi Kecamatan 

Paragraf 

Camat 

Pasal 7 

(l) Camat mempunyai tngas 

a mcnyclcnggarakan Urusamn Pemcrintahon umum, 

b mengoordinasikan kegiatan peraberdayaan 

tut»yak.at, 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban uru, 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda 
dan Peraturan Bupati; 



e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 
pelayanan umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 
di tirgkat kecamatan, 

g. membina dan mergawasi penyelenggaraan kegiatan 
desa dan/atau kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerh yang idak dilaksanakan oleh 
unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada 
di kecamatan, dan 

i. melaksanakar. tugas lain yang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

[2) Selain mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I,, Camat melaksanakan tugas yang dilimpah<an oleh 
Bupati untuk melaksanakan scbagian Urusan Pemerintahan 
yang mcnjadi kewenangan Daerah 

(3) Carat dalam relaksanakan tugas scbagaimane dima.ksud 
pada ayat ( I )  dan ayat (2), menyclcnggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; 

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum; 

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan 
Peraturan Bupati diwilayah kerjanya; 

e. pengoordinasian peeliharaan prasarana dan sarana 
pelayanan umum diwilayah kerjanya; 

f. pengoordinasian penyclenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 

di tingkat kecamatan, 

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

desa dan/atau kelurahan; 

h. pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenanga daerh yang idak «ilaksanakan oleh 

unit ker,a Pemerintahan Daerah yang ada 

di kecamatan; 

pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh 

peraturan pcrundang-undangan; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang dihimpahkan oleh RHpnti 



(I) Sckretaris 

Paragraf 2 

Sekrelariat Kecamatan 

Pasal 8 

Camat mempunyai tugas melaksanakan 
scbagian tugas Camat dalam merencanakan opcrasional, 

mengelola, megkoordinasikan, mengendalikan dan 
melakukan pemhinaan don pengelolaan administrasi, 
memberikan pelayanan teknis administrasi dan 

kesckretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan 
Kantor Kcamatan, yang meliputi urusan surat menyurat 
dan arsip, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan, 
mum dan perlengkapan, kchumasan dan protokol, serta 

menyusun laporan etas penyelenggaraan pemerintahan, 

pebeggunet, lat pebiaat kchidupet kcasyak.et 

diwilayah Kecumatan. 

(2) Sckretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (I) mcnyclenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan kesckretariatan yang meliputi 
pengelolaa urusan surat mcnyurat dan arsip, huku., 

pengelolann perlengkapan dan rumah tanggu, 
pendiilean dan pelatihan, serta pelaksanaan urusan 

kehumasan dar protokol; 

b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, 

perbendaharaa dan penytsunan argaran; 

c. pclaksanaan urusan kcpcgeween dan tatalaksan8, 

d. pengendalian urusan umum, kepegawaian, keuangan 
da pelengkapan, 

pengoordmnas1an urusan umum, keuanger dan 

Dela poran keCIt 

f. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemcrintahan, pembangunan dan pembinaan 
kehidupan kemasyaraka.an diwilayah Kecaatan, dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang dibenisan oleh Camat 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

Pasal 9 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas ; 

a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepeppwainn; 

b. mengoordinasikan pclaksaaan urusan umum, lepegawaion, 
kchumasan dan dokumentasi lingkup keamatan; 



c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup 
kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan 
pangkat, kenaikan gaj berkala ( KGB), Dafter Urut 

Kepaykaan ( DUK), data pegawai, membuat konsep usulan 
cuti pcgawai den mnclaksanakan pcngclolaan dafter pcnilaian 
pokerjaan pegawai (DP3); 

d. pelaksaaa urusan administrasi urnumn dan ketatausahaan 
meliputi layanan adminsitrasi urat mcnyurat; 

e. mempelajari,memahamidanmelaksanakanperaturan 
perundang-undangan yang bcrkaitan dcngan lingkup tugasnya 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

I crabai ts, 

mcngevaluasi haail 
mncmnberi petunjuk, menilai dan 

krja bawahan agar pclaksanaan tugas 
dapat berjalan lancar sesua, dengan ketentuan yang berlaleu 

tugas pelaksanaan B. cnyampaikan laporan hasil 

dan{ atau kcgatan kcpada aasan; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
Sckrctaris Camat tcrkait dengan tugasnya. 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai 
tugas: 

a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan 
perlengkapan; 

b. menghimpunn rencar.a kegiatan dan anggaran ( RKA) dan 
dokumen Pelaksanaan Arggaran ( DPA) dari setiap seksi; 

e menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari 
setiap seksi scbaga: bahan evaluasi; 

d melaksanakan pengelolaan pji dan unjarpan pegawai negeri 

sipil dan pegawai tidak tetap dilingkup kecamatan; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan 
di lingktp kecamatan sesnai denpan ketertuan yang berlaku; 

f. mcnyusun scgala bonuk pelaporan keuangan lingkup 
kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlakt; 

g. mclaksanakan administrasi pcrlcngkapan dan asset daerch 
dilingkup tugoenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. membagi tugas, mnerberi petunju, uenilai dan mcngevaluasi 
hasil kcrja bawahan agar pclaksanaan tugas dapat berjalan 
lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku; 

i. ucnyeupeik.an laporan hasil pclaksaaan tugas danfeteu 
legiatan kepada atasan; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
Sckrctaris Camat terkait dengan tugasnya. 



Paragraf 3 

Seks Pemenntahan 

Pasal 11 

Kepala Seksi Pemerintchan mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan 

b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 
daerah dan instansi vertikal dibidang penyclenggaraan kegiatan 

pemerintahan, 

c. mclaksanakan tugas yang dilimpahkan buapati kcpada camat 
da lam bidang pcmrintahan; 

d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian 

data hasil kegiatan urusan seksi pemerintahan; 

e. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya 
sebagar pedoman dalam melaksanakan tugas; 

f. membagi tugas kepada bawahan, member pctunjuk, menilai 
dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar 
sesuai dengan ketentuan yang beraku; 

g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada atasan; dar 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Carnat 

Paragraf 

Scksi Pelayanan Umum 

Pasal 12 

Kcpala Seksi Pelayanan Umum mempunya tugas : 

a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan umum; 

b. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 
tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan 
administrastif lainnya; 

c. memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi umum dan pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat, 

d mengimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan 
urusan seksi pelayanan umum, 

e menyiapkan bahan koordinasi dengan skpd terkait yang tugas 
dan fungsinva dalam pelaksanaan pemehiharaan prasarana dan 

fasilitas pclayanan umum; 



f. membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai 
dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar 
sesuai dengan ketentuan yang beraku; 

g. menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau 
kegatan kepada atasan, 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan 

Paragraf 5 

Seksi Pelayanan Umum 

Pasal 13 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas: 

a, menyusun rencana kerja dan program kegiatan seksi 
ketentraman dan ketertiban; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait 
mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 
daerah yang tugas dan fungsinya dibicang pencrapan 
peraturan perundang-undangan; 

d. melaksana<an pembinaan terhadap 
diwilayah kerja kecamatan 
ketenteraman dan ketertiban umum 
kecamatan, 

e. melaksana<an tanggap bencana lingkup kecamatan; 

f. melakukan koordinasi dengan lembaga 
kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karangtaruna, MUI, DMI, dan 
forum kecamatan sejenis) yang berada diwiayah kecamatan 
untuk mewupudkan ketenteraman dan ketertiban umum 

masyarakat diwilayah kecamatan; 

g. menghimpun, mcngolah dan menganalisa data serta penyajian 
data hasif kegiatan urusan seksi ketentraman dan ketertiban 

mum; 

h. mempelajari, mecmahami dan melaksanakan peraturan 
pcrundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugsutya 

scbagad pcdoman delamn melaksanakan tugas; 

membag tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai 
dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat Derjlean laneat 
scsuai ccngan kctcntuan yang berlaku; 

j. menyampaikan laporan pelaksanakan tugas dan/atu kegiatan 

kepela ata, dan 

k. meelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. 

inmas yang berada 
untuk mewujudkan 

masyarakat di wilayah 



Paragraf 6 

Seksi Ekonomi Pembangunan 

Pasal 4 

Kepala Seksi ekonomi Pembangunan rempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja dan program kegiatan seksi ckonomi 
pembangunan; 

b melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 
pembangunan dbidang perekonomian yang meliputi 
pembinaan produksi, distribusi dan lingkungan hidup. 

c. mengatur partisipasi masyarakat urtuk ikutserta dalam 

perencanaan pembanguran lingkup kecamatan dalam forum 
nusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan 
kecamatan; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan skpd terkait dalam hal 
plaks»aeat pebagtan da pcitngks.teat peekonote 
masyarakat; 

e. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada camat 
dalam bidang ckonomi, pckerjaan umum dan pembangunan, 

f. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian 
data hsil kegiatan urusan stksi conoi peubngunet, 

g. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan agar dapat berjalan lancer sesuai dengan 
keteutuant yang belaku, 

h. menyampaikan laporan pela<sanaan tugas kepada atasan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan 

Paragraf T 

Seksi Pemberdayaan Masarakat dan Kesra 

Pasal 15 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra, mempunyai 
tugas: 

a. menyusun rencana kerja kegiatan seksi Pemberdayaan 
masyarakat dan Kesra; 

b. mclakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang 
tugas dan fungsinya dalam hal kesejahteraan rakyat; 

c. mengnimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan 
urusan seksi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan 

rakyat; 



d. melaksanakan 
pemberdayaan 

evaluasi 
masyarakat 

terhadap 
diwilayah 

berbagai 
kecamatan 

kegiatan 
baik yang 

dilakukan unit kerja pemenntah maupun swasta; 

e. melaksanakan operasional penanggulangan masalah 
keschatan akibat bencana dan wabah penyakit skala 
kecamatan; 

f. melaksanakan kewaspacaan pangan dan gizi lingkup 
kecamatan; 

g. melaksanakan pencegahan dan 
pencemaran lingkungan skala kecamatan; 

penanggulangan 

h. memfasihtast pengaturan dan pengorgamrsas1an sstem 
kesehatan ling<up kecamatan; 

i. membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai 
dan mengevauasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar 
sesuai dengan ketentuanyangberlaku; 

j. menyampaikan laporan pelaksanakan tugas dan/atau kegiatan 
kepada atasan; dan 

k. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

aatasan. 

Bagien Kcdua 

Tugas dan Fungsi Kelurehan 

Pasragraf 

Lrah 

Pasal 16 

(] Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam.: 

a. melaksanakan kegiatan per.erintahan kelurahan; 
b. relakukan pembcrdayaan masyarakat; 
c. melaksanaksn pelsyanan asyaakat, 

d. mcmclihara kctcntcraman dan ketertiban umum; 
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

umnu, 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 

g. melaksanakan tugas lain scsuai dengan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan 

(2) Lurah dalam melaksaankan tugas sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

e. pelaksaanaan urusan kesekretariatan, 
b. pelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
c. pemberdayaan masyarakat; 



d. pelayanan masyarakat; 
e. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; 
f. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelavanan 

umum, 
g. pembinaan terhadap perangkat lngungan, clompok 

kemasyarakatan dan sejenisnya dalam wilayah kelurahan; 
h. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ca mat; dan 
i. pelaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasragraf 2 

Sekretariat Kelurahan 

Pasal 17 

() Sckrcteris Lurah mcmpunyai tugas mclaksanakan scbagian tugas 

Lurah dalam melakukan pembinaan administrasi dan 
memberikan pelayanan teknis administratif kepada sehr h 

satuan kerja dihgkungan Kantor Kelurahan vang mehputr urusn 
surat mcnyurat dan arsip, kepegawaian dan ketatalaksanen, 
keuangan, hukum, umum dan perlengkapan, kehumasan dan 
protokol, serta menyusun aporan atas penyelenggaraan tugas­ 
tugas pemer.ntahan, pembangunan, dan pembmaan kehdupan 
kemasyarakatan. 

(2) Sekretaris Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi 

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan 
surat menyurat, arsip dan dokumentasi, pelaporan, hukum, 
pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, serta 
pelakswae tusan kehmasan dan protool, 

b. pelaksanaan urusan admstrasi keuangan, perbendaharaan, 
dan penyusunan anggaran; 

c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tatalaksana 

d. penyusunan laporan atas penyelenggaraan ugas-tugas 
pemcrintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan 
kemasyarakatan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai 
dengan tugas pokok can fungsinya. 



Paragraf 3 

Sekst Pemerintahan 

Pasal 18 

Kepala Seksi Pemerintahan dan pelayanan umum mempunyai 
t.ages: 

a. memberikan pelayanan urusan pemerintahan kepada 
asyeuekat, 

b. mengumpulkan bahan petunjuk teknis atas penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan; 

c. mclakukan pembinaan wilayah dan masyarakat, administrasi 
«ependudukan catatan sipil, adminstrasi pertanahan, 

d. melaksanakan pembinaan organ.sasi kemasyarakatan; 

e. mcngolah dan mcngevaluasi data; 

f. mnelaksanakan pelayanan umum yang meliputi urusan 
pengelolaan dan inventarisasi kekayaan Kelurahan, pengadaan 
sarana dan prasarana pelayanan kebersihan serta pelayanan 
Informasi dan komunikasi. 

Paragraf 3 

Scksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 19 

Kepala Seksi Ketentraran dan ketertiban Umum mempunyai 
tugas: 

a. membuat rencana kerja dan program kegiatan sesi 

ketentraman dan ketertiban umum; 

b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang 
meliputi ketentraman dan ketertiban, tertib perizinan; 

c. mclaksanakan pembinaan administarsi pertahanan sipil dan 
hinmas 

d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 

Paragraf 

Seksi Pembangnan, Pemberdaaan Masgarakat dan Kesr 

Pasal 20 

Kepala Seksi Pembangunan, Pembercayaan Masyarakat dan Kesra 

merpnyai fas 



a. mengumpulkan dan renyiapken bahan peturjuk teknis 
perencanaan program ; 

b. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan kehidupan 
keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, serta kepemudaan 
dan olah raga; 

c. melaksanakan dan mengkoordinasikar. penyusunan rencana 
dan program pembangunan; 

d. melakukan pemantauan, cvalasi dan pelaporan atas jalannya 
program pembangunan, 

e. mclakukan pembinaan terhadap penyclenggaraan 
pcm oangunan d bidang perekonomian yang meliputi pembinaan 
produksi, distribusi dan lingkurgan hidup; 

f. melakukan penyusunan rencana dan program, kegiatan 
pembinaan masyarakat dan kesra, serta mental spritual dan 
KB. 

g. membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah 

BAB V 

TATA KERJA 

Pesal 21 

Dalam melaksanakan tugas setiap unsur dilingkungan Kecamatan 

tan kelrahan menerpkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkromisasi baik dalam lingkKungan kerjanya maupun antar satuan 
kerja di ingkungen Kantor Kecamatan dan Kelurahan dan Instansi 
lain diluar lingkungan kerja Kantor Kecamatan can kelurahan 

sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Pasal 22 

(l) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertangungjawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang 

telah ditetapkan 

() Penyerahan dan petunjuk scbagaimana dimaksud pada ayat (l 

harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan sccara bertanggungiawab 
serta dileporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 



Pasal 23 

Dalam melaksanakan tugas sctiap Pimpinan Unit Organisasi harus 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di 
bawahnya. 

Pasal 24 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna seniap pejooat di 
lingknpan Dinos Ketzhanan Pangan danat mendelegasikn kewenangan 

tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 

BAE VI 

ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 

eelor 

Pasal 25 

(1)Camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatar 

adrimstrator 

(2) Sekretans Camat merupakar jabatan strukural eselon I[lb 
ataa jabatan aadministrator. 

(3) Lurah dan Kcpala Scksi pada Kecamatan merupa<an jabatan 
struktural eselon Va atau jabatan pengawas 

(4)Kepala suboagian pada Kecamatan, Sckretrais Lurah can 
Kepale Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural 
esclon IVb aau jabatan pengawas. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pase 26 

(I)Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala 
Subbagian, de Ke pala Seksi diangkat dan diberhcntikan olch 
Bupati 

2) Tata cara pengangkatan dan penblicntian scbagaimena 

dimaksud pada ayat (l) beroedoman pada kctcntuan Pereturan 
peeundang-undangan 



• 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 27 

(1) Segala biaya yang diperlukan unruk pelaksanaan tugas dan 
fungsi dilingkungan Kecamatan dan kcurahan dibcbanhan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Selain Diaya yang Derstuber di Agua Pendapatan den 
Belanja Dacrah aebagaimana diraksud dalam ayat (l), 
Kecamatan dan elrahan dapat diberikar bantuan 
pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

Yang berlaku. 

BAB Vlll 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 28 

Jenjang jabatan can kepangkatan 
diatur sesuai dengan Peraturan 
berlaku 

serta susunan kepegawaian 

Perundang-Undangan yang 

Pasal 29 

[I) Di kelurahan dapat diangkat Kepala Lingkungan untuk membantu 
Lurah dalarn peaksnaan tugas-tagas operasional dalam wlayah 

kcrenya. 

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta tugas da 

fungsi Kcpala Lingkungan diatur dcngan Pcraturan Bupati 

tersendri 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa 30 

Pclaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai T a n  07 



• 
BAB X 

PENUTUP 

Pasad 3l 

Peraturan Dupati ini muli berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetatuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam BHerita Daerah 
Kabupaten Buton. 

PARAF 

See8. 

s 3 

' 

o= ' 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tan8gal 13 008eh 22016 

'PAT, eu·•oN, 

SAMSU UMAR ABDUL SAMTUN 



BAB X 

PENUT'UP 

Pasad 3l 

Peraturan Lupai ini mulai belaku pada tanggal diundangkan 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupatcn Duton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanpgal 13 0puce 2016 
PARAF 

on 
BUPATI BUTON, 

Cap/TTD 

SAMSU UJMAR ABDUL SAMTUN 

• 

Diundangkan dip a r w a j o  
Pada tanggal 14 [OBER 2016 

PIt. SEKRETARIS DJ H KABUPATEN BUTON, 

K A S  M  SH  

Pembina Utana Muda, IV/c 
Nip 19580101 198903 1 012 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .J2 
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